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Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
Dalam penelitian ini menetapkan indikator berupa Peraturan Bupati Kampar No
45 Tahun 2016 dengan indikatornya yakni, pemeliharaan anak terlantar dengan
sub indikator yaitu: menyalurkan anak terlantar ke tempat pendidikan dan
pelatihan, perlindungan terhadap anak terlantar, serta asuhan di panti. Penelitian
ini memfokuskan pada peranan Dinas Sosial dalam penanggulangan anak terlantar
yakni: untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penanggulangan anak terlantar
di Kabupaten Kampar, dan juga untuk mengetahui kendala Dinas Sosial dalam
penanggulangan anak terlantar di Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan dan melukiskan secara
terperinci dan mendalam mengenai peranan Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah sampling purposive,
menurut Sugiyono (2011: 96) sampling purposive adalah teknik mengambil
sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu
teknik yang mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus dengan data-data
yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga menjadi
data kualitatif, kemudian data dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah
kesimpulan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten
Kampar sudah cukup berperan dalam penanggulangan anak terlantar, dengan
alasan semua tugas bidang rehabilitasi sosial anak sudah semaksimal mungkin
dilakukan baik penyaluran anak terlantar ke tempat pendidikan dan pelatihan,
perlindungan terhadap anak terlantar, serta asuhan di panti. Adapun kendala yang
dihadapi dalam penanggulangan anak terlantar adalah sedikitnya kuota yang
diberikan pihak panti sosial bina remaja (PSBR) dikarenakan masih kurangnya
sarana prasarana untuk menampung jumlah anak terlantar, kemudian kendala
minimnya anggaran untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan anak
terlantar.
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